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Abstrak 
Perceraian yang terjadi dalam rumah tangga tidak dapat dihindari dan tidak dapat 
dipungkiri bahwa perceraian adalah sebuah perkara yang sangat sulit dilalui oleh 
kedua belah pihak suami dan istri. Masalah perceraian merupakan masalah yang 
esensial bagi kehidupan berumah tangga yang tidak dapat dihindari dan 
dipungkiri. Dalam islam tidak menghendaki adanya perceraian, akan tetapi bila 
kedua belah pihak tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dan sudah 
dilakukan berbagai usaha tidak memperoleh jalan keluar maka barulah islam 
memperbolehkan suami istri untuk bercerai. Perceraian sendiri dapat dilakukan 
melewati gugatan pengadilan, dimana hakim akan bertindak sabagai perantara 
bagi suami istri atau kedua belah pihak yang berperkara, dengan demikian hukum 
acara perdata mempunyai arti penting dan bermanfaat. Dengan hal ini 
menyelesaikan perkara melewati jalur pengadilan maka prosedurnya harus sesuai 
dengan hukum perdata. Hukum islam juga memberikan jalan kepada suami yang 
hendak menceraikan istrinya dengan jalan talak, sedangkan jika istri yang 
menghendaki untuk menceraikan suami melalui jalan khulu’. Dalam perceraian 
ada berbagai masalah contohnya yaitu suami yang pergi meninggalkan istri dan 
tidak diketahui keberadaannya atau disebut juga suami ghaib. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui bagaimana perceraian melalui verstek di Pengadilan 
Agama dan mengetahui pertimbahan hakim memutuskan perceraian yang 
suaminya ghaib. 
 
Kata Kunci: perkawinan, perceraian, verstek, suami ghaib. 
 
Abstract 
Divorce that occurs in the household cannot be avoided and it cannot be denied 
that divorce is a matter that is very difficult for both spouses and wives to go 
through. The issue of divorce is an essential problem for married life which 
cannot be avoided and denied. In Islam there is no need for divorce, but if both 
parties can no longer maintain their household and various efforts have been made 
to find no way out, then Islam is allowed for husband and wife to divorce. 
Divorce itself can be carried out through a court lawsuit, where the judge will act 
as an intermediary for a married couple or both parties in a case, thus civil 
procedural law which has an important and useful meaning. With this case 
resolving cases through court channels, the procedure must be in accordance with 
civil law. Islamic law also provides a way for a couple who will divorce their wife 
by way of divorce, whereas if the wife wishes to divorce her husband through the 
khulu way. In divorce there are various problems, for example the husband who 
leaves and is not known for his whereabouts or is also called the unseen husband. 
The purpose of this is to see how the conversation goes through the verse in the 
Religious Court and see the consideration of the judge in deciding the divorce 
whose husband is unseen. 
 
Keywords: marriage, divorce, verstek, unseen husband. 
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1. PENDAHULUAN 
Perkawainan merupakan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan 
manusia, karena perkawinan sebagai sarana untuk dibentuknya keluarga dan 
kodrat manusia juga untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, perkawinan 
mengandung unsur hubungan manusia dengan Tuhan-Nya (Wasman, 2011). Yang 
dimana dapat dibuktikan semua agama mengatur tentang pelaksanaan 
perkawinan, dalam hal ini menurut Islam dan sesuai dengan yang dikatakan oleh 
al-Qur’an pada QS An-Nisa ayat 21 bahwa perkawinan adalah sebuah perikatan 
suci antara pria dan wanita sesuai dengan telah ditentukan oleh Allah SWT untuk 
hidup bersama, guna mencapai masyarakat yang mulia. Dengan keadaan rumah 
tangga yang tidak stabil, dapat menimbulkan perselisihan diantara kedua pihak 
yaitu suami dan istri dan dapat berakhir dengan perceraian. Sementara menurut 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, Perkawinan menurut Hukum Islam adalah 
pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati 
peintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut Imam an-
Nawawi, beliau mendifinisikan nikah sebagai bercampur yang meliputi akad 
(perjanjian) dan hubungan seksual (Rizem, 2008). 
Perceraian yang terjadi dalam rumah tangga tidak dapat dihindari dan 
tidak dapat dipungkiri bahwa perceraian adalah sebuah perkara yang sangat sulit 
dilalui oleh kedua belah pihak suami dan istri. Dalam pandangan islam tidak 
menghendaki adanya perceraian, akan tetapi bila kedua belah pihak tidak dapat 
lagi mempertahankan rumah tangganya dan sudah dilakukan berbagai usaha tidak 
memperoleh jalan keluar maka barulah Islam membolehkan suami istri kedua 
belah pihak tersebut untuk bercerai (Abidin dan Aminuddin, 1999). Perceraian di 
Negara Indonesia berada pada payung Hukum Indonesia yang dimana adalah 
hukum Islam, yang secara masih pada Kompilasi Hukum Islam. Dan dalam 
Hukum Perdata perceraian sendiri merupakan penghapusan pernikahan dengan 
putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam sebuah perkawinan (Subekti, 
1982). Dan proses beracara mendukungnya mewajibkan jalan penyelesaian secara 
tuntas tanpa menimbulkan akibat hukum di kemudian hari yang sangat panjang. 
Sementara dalam islam mengenal istilah talak, dimana secara umum talak ialah 
segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, ditetapkan 
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oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya. Secara khusus 
talak merupkan perceraian yang dijatuhkan pihak suami (Saija & Taufik, 2006). 
Di Indonesia dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan sebagai 
ketentuan hukum materiil untuk hakim di Pengadilan Agama dalam memutus 
perkara perdata yang dimana perceraian di dalamnya. Perceraian diatur dalam 
pasal 39 ayat (1) dan (2) yang menyatakan : 
(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah 
pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah 
pihak. 
(2) Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suai 
istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri 
Dalam ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: 
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama 
tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 
Perceraian sendiri dapat dilakukan melewati gugatan pengadilan, dimana 
hakim akan bertindak sabagai perantara bagi suami istri atau kedua belah pihak 
yang berperkara, yang kemudian hak-hakn dan kewajiban akan terjamin, dengan 
demikian hukum acaraa perdata mempunyai arti penting dan bermanfaat bagi 
masyarakat. Dengan hal ini menelesaikan perkara melewati jalur pengadilan 
maka prosedurnya harus sesuai dengan hukum perdata. Hukum islam juga 
memberikan jalan kepada suami yang hendak menceraikan istrinya dengan jalan 
talak, sedangkan jika istri yang menghendaki untuk menceraikan suami melalui 
jalan khulu’ (Ghazaly, 2003). Sebagaimana  demikian perceraian terjadi 
diakibatkan atas kemauan suami dengan cara menjatuhkan Cerai Talak ataupun 
atas kemauan istri disebut Gugat Cerai dan sebab lain yang dapat 
mengakibatkannya adalah putusan pengadilan. 
Mengajukan perkara ke Pengadilan yang dilakukan oleh suami istri telah 
menandai bahwa perceraian dilakukan tanpa membedakan jenis kelamin dan hak 
hukum warga negara yang dapat dijatuhkan oleh masing-masing pihak, sehingga 
pencapaian keadilan dapat terpenuhi dan proses berjalan dengan mudah. 
Kehadiran kedua belah pihak sangat penting dalam persidangan tetapi ada hal 
4 
yang lebih penting yaitu posisi hakim sebagai pihak yang akan memutuskan 
perkara, juga sebagai pihak untuk mendamaikan pihak yang berperkara. Hakim 
memegang asas kewajiban untuk mendamaikan pihak yang berperkara yang 
harus sejalan dengan tuntunan dan ajaran moral Islam (Harahap, 2005). Hakim 
disini memiliki posisi yang sangat penting, dimana hakim harus mendengarkan 
kedua belah pihak ketika dipanggil dimuka sidang. 
Peran hakim dalam persidangan perceraian sebagai pihak yang akan 
mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk diputusnya suatu perkara 
sesuai aturan. Dalam hal ini Hakim diharuskan mendengarkan keterangan kedua 
belah pihak. Pada saat kedua belah pihak dipanggil di muka sidang mereka harus 
mendapatkan perlakuan yang sama, sehinga menghasilkan keputusan berdasarkan 
hukum yang tepat. Namun seringkali ketidakhadiran salah satu pihak menuntut 
hakim untuk menghasilkan keputusan tersendiri oleh pengadilan. Dan dalam hal 
ketidakhadiran inilah putusan yang dikeluarkan oleh hakim disebut dengan istilah 
verstek (Supono, 1980). Verstek sendiri tidak terlepas dari fungsi beracara dan 
penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan memberi wewenang kepada 
hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya salah satu pihak yang bersengketa. 
Verstek dapat dikatakan pula apabila salah satu pihak tidak hadir dalam 
persidangan daengan adanyanya sebab untuk ketidakhadiran tersebut maka demi 
kepastian hukum, cara cara pemanggilan sidang diatur konkret sehingga jika 
terjadi penyimpangan terhadap prinsip, perkara tetap dapat di selesaikan. 
Sementara Putusan Verstek merupakan putusan yang dijatuhkan dikarenakan 
tergugat tidak hadir, dimana putusan ini berkekuatan hukum tetap apabila tidak 
ada upaya perlawanan (verzet). 
Adapun tujuan atau  hal pokok dalam acara verstek yakni mendorong para 
pihak guna mentaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan 
penyelesaian perkara terhindar dari kesewenangan. Ada beberapa syarat tekait 
putusan verstek, diantaranya yaitu : 
a. Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi 
b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak diwakilkan orang lain 
atau mewakilkan kepada orang lain serta tidak pula ketidakhadirannta 
karena alasan yang sah 
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c. Tergugat tidak mengajukan eksepsi atau tangkisan mengenai 
kewenangan 
d. Penggugat memohon keputusan. 
Selain itu verstek dalam perkara perceraian juga memiliki pokok 
permasalahan lainnya pada hal pembuktian. Dimana dalam Hukum Acara dapat 
dibagi menjadi dua hal yaitu Hukum Acara Materiil dan Hukum Acara Formiil, 
peraturan tentang alat-alat pembuktian, termasuk dalam bagian yang pertama dan 
dapat pula dimasukkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Materiil. 
Adapun alasan perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
yaitu: 
1. Salah satu pihak berbuat zina ata menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan 
lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di 
luar kemampuannya; 
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman 
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan pihak lain; 
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; 
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 
tangga. 
Salah satu alasan yang dapat melakukan perceraian pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 adalah salah satu pihak meninggalkan 
pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa 
alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Dalam hal tersebut 
dapat dikatakan atau disebut sebagai mafqud. Mafqud menurut istilah yaitu orang 
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yang pergi dari tempat asalnya dan tidak dapat diketahui apakah dia masih hidup 
ataukah sudah meninggal dunia. 
Tidak adanya suami karena meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan 
istri bisa menimbulkan dampak dan masalah bagi isteri. Pihak isteri merasa 
haknya teraniayan dan ada tekanan lahir batin dalah kehidupan rumah tanggana 
atau istri merasa ditelantarkan oleh suami, jadi Hukum Islam memberikan jalan 
keura untuk mengadukan hal tersebut kepada haki Pengadilan Agama duna 
memperoleh keadilan dan penyelesaiannya yang baik. 
Adapun istri memiliki hak untuk mengajukan gugatancerai ke Pengadilan 
Agama dengan alasan : 
1. Suami sakit gila 
2. Suami menderita pengakit menular yang tidak dapat diharapkan dapat 
sembuh 
3. Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan 
hubungan kelamin 
4. Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberikan nafkah pada istrinya 
5. Istri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan atau kedudukan suami 
6. Suami pergi tanpa diketehui tempat tinggalnya dan tanpa berita, sehingga 
tidak diketahui hidup atau matinya dan waktunya sudah cukup lama. 
Menurut uraian diatas dapat dikatakan jika suami Mahfud atau hilang, 
maka isteri dibenarkan untuk mengajkan cerai ke Pengadilan Agama guna 
memperoleh keadilan yang seadil-adilnya. Tetapi dalam hal suami Mahfud atau 
suami hilang, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 (b) 
menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan bahw salah satu pihak lain 
dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Artinya, 
jika suami berturut-turut meninggalkan isteri selama 2 tahun, maka pihak isteri 
dapat melakukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama setempat dan 
pengadilan mengbulkan gugatan perceraian tersebut. 
Berdasarkan pengamatan yang ditemukan di Pengadilan Agama Surakarta 
terdapat perceraian akibat sami hilang atau Ghoib. Isi gugatan menyebutkan 
bahwa seorang isteri melakukan gugatan cerai kepada suami yang pergi 
meninggalkan istri tanpa adanya izin dan alasan yang sah, dan selain selama 
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suami tidak pulang, suami tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya 
yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia. Dalam gugatan tersebut dinyatakan 
bahwa lamanya kepergian suami yaitu 1 tahun 5 bulan. 
Proses penyelesaian perkara cerai gugat tersebut, hakim Pengadilan 
Agama Surakarta melalui keterangan beberapa saksi telah menemukan bahwa 
selain suami Ghoib, juga terdapat adanya unsur tidak memberi nafkah dan 
terdapat juga pelanggaran ta’liq talak sehingga hakim mempunyai beberapa 
pertimbangan dan telah memberikan putusan yang mengabulkan gugatan 
penggugat karena hakim menganggap adanya unsur pelangaran taklik talak. Pada 
dasarnya hasil putusan hakim tersebut tidaklah sesuai dengan maksud gugatan 
yang telah diajukan oleh pihak beperkara. 
Berdasarkan pada latar belakang diatas maka dalam penelitian ini dapat 
dirumuskan : Pertama, bagaimana perceraian melalui verstek di Pengadilan 
Agama?; Kedua, bagaimana analisis terhadap putusan hakim pada erceraian 
akibat suami ghaib di Pengadilan Agama surakarta? 
Adanya tujuan dalam penelitian ini yang ingin dicapai yaitu : Pertama, 
untuk mengetahui bagaimana percraian melalui verstek di Pengadilan Agama 
Surakarta; Kedua, untuk mengetahui analisis putusan hakin terhadap perceraian 
akibat suami ghaib di Pengadilan Agama Surakarta. 
 
2. METODE 
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan 
yuridis normatif adalah melihat hukum sebagai norma sehingga dalam penulisan 
penelitian ini menggunakan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. 
Sedangkan jenis penelitiannya adalah deskriptif, yaitu memberi gambaran-
gambaran mengenai Pertimbangan hakim dalam Memutus Perceraian melalui 
verstek di Pengadilan Agama Surakarta dikaitkan denga Perundang – Undangan 
dan teori – teori hukum yang sesuai dengan objek penelitian. Sumber data yang 
digunakan adalan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum 
primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang 
terdiri dari : Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum 
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yang tidak mepunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan 
hukum primer, yang terdiri dari : Hasil karya ilmiah sarjana, Hasil penelitian, 
serta literatus – literatur yang berkaitan dengan penelitian. Metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah studi kepistakaan. Studi kepustakaan adalah dengan 
mempelajari sebagai literatur, buku, artikel, jurnal, maupun Undang-Undang yang 
berkaitan dengan penelitian. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1.Perceraian Melalui Verstek di Pengadilan Agama. 
Verstek merupakan salah satu bentuk putusan yang biasa dikenal dengan Putusan 
Verstek  yang secara umum diketahui dimana pihak Tergugat tidak hadir pada 
persidangan dan telah dilakukan pemanggilan sebagaimana prosedur. Putusan 
Vestek adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim tanpa hadirnya tergugat, 
meskipun telah dipanggil secara layak (sebagaimana mestinya). Perceraian 
melalui verstek erat kaitannya dengan ketidakhadiran tergugat yang dalam 
perceraian juga dikenal dengan istilah tergugat ghaib. Adapun pengertian ghaib 
itu adalah menyangkut dua hal. Pertama, hilang suami (suami meninggalkan 
tempat kediaman bersama) dengan tidak ada alasan yang dapat diterima. Kedua, 
kepergian suami itu menyebabkan istri dalam bahaya walaupun si suami 
meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah. 
Pasal 54 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 
50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan 
dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada 
pengadilan pada lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara 
khusus dalam undang-undang. Hal tersebut memberikan bukti bahwasanya 
penyelesaian perkara perceraian pada pengadilan agama juga menggunakan aturan 
sebagaimana yang ada pada peradilan umum. Sehingga Putusan Verstek dapat 
dijatuhkan ketika tergugat tidak hadir sebagaimana yang diatur pada Pasal 125 
HIR. Menurut pendapat Mahkamah Agung, putusan verstek pada perceraian 
hanya dapat dijatuhkan apabila dalil-dalil atau alasan-alasan perceraian telah 
dibuktikan dalam persidangan. Hal semacam ini dilakukan guna menghindari 
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adanya kebohongan dalam perkara perceraian dan sekaligus menerapkan azaz 
dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu asas mempersulit perceraian. 
Kasus mengenai perceraian gugatan ghoib yang diputus dengan putusan 
verstek terjadi di Pengadilan Agama Surakarta dalam Putusan Nomor 
692/Pdt.G/2018/PA.Ska. Penggugat berumur 29 Tahun, Agama Islam, pendidikan 
SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX Kota Surakata. 
Tergugat berumur 31 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Driver 
Online, tempat kediaman di XXX Kota Surakarta. Sekarang tidak diketahui 
alamatnya denga jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. 
Sebagaimana dalam Putusan Nomor 692/Pdt.G/2018/PA.Ska. Majelis 
Hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagaimana pada point ke 2 dalam 
Mengadili, bahwa gugatan penggugat dikabulkan secara Verstek. Merujuk kepada 
putusan yang telah disebutkan sebelumnya, Pihak Penggugat telah melakukan 
pembuktian dengan bukti surat yang terdiri dari tiga jenis surat (Bukti P1-P3), 
yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilakukan oleh Kantor Pemerintah 
Walkota Kota Surakarta Nomor XXX tanggal 03 April 2012 yang telah 
bermaterai cukup (P-1), Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Jebres Kota Surakarta Nomor XXX tanggal 05 Januari 2008 yang 
telah bermaterai cukup (P-2), Surat Keterangan tentang Kepergian Tergugat yang 
dibuat oleh Ketua RT 01/RW 02 Kelurahan Sondakan Kecamatan Lawiyan Kota 
Surakarta yang telah bermaterai cukup P-3).  
Pihak Penggugat juga telah mengajukan Saksi sebanyak dua (2) orang 
saksi dimana telah memenuhi ketentuan hukum acara mengenai minimal saksi. 
Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pertimbangan Hukum, berdasarkan 
keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, aka telah terbukti bahwa Tergugat 
telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun lebih 5 bulan secara berturut-
turut, sehingga tidak ada harapan untuk dapat kembali damai dan rukun lagi 
dalam rumah tangga dan terbukti pula bahwa Tergugat telah membiarkan dan 
tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat.  
Selain itu, dalam point ke 2 Mengadili, disebutkan bahwa Tergugat yang 
telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghaap sidang, tidak hadir. 
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Dalam Pertimbangan Hukum juga dijelaskan bahwa berdasarkan 
pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat telah 
memenuhi alasan perceraian Tergugat telah melanggar shighat taklik angka 1 dan 
4 sebagaimana tersebut dalam Bukun Kutipan Akta Nikah sesuai Pasal 116 huruf 
(g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Gugatan Pengugat patut dikabulkan. 
Sehingga dikabulkanlah gugatan Penggugat dan dijatuhkanlah Putusan Verstek 
oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta.  
Berdasarkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis berpendapat 
mengenai bebeapa hal terkait Putusan Verstek dalam perkara perceraian. Pertama, 
proses beracara di Pengadilan Agama sebagaimana yang telah dijelaskan 
sebelumnya, bahwa aturan yang digunakan adalah hukum acara perdata yang 
berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum sebagaimana yang 
dijelaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989. Sehingga pada 
dasarnya setiap proses beacara yang dilakukan dalam Pengadilan Agama sama 
halnya dengan pada Peradilan Umum kecuali telah diatur oleh undang-undang. 
Kedua, aturan mengenai Putusan Verstek sebagaimana yang ada dalam Pasal 127 
HIR “Jika seorang atau lebih dari tergugat tidak datang atau tidak menyuruh 
orang lain menghadap mewakilinya, maka pemeriksaan perkara itu diundur 
sampai pada hari persidangan lain, yang paling dekta. Hal mengundurkan diri itu 
diberi tahukan pada waktu persidangan kepada pihak yang hadir, bagi mereka 
pemberitahuan itu sama dengan panggilan, sedang tergugat yang tidak datang, 
disuruh panggil oleh ketua sekali lagi menghadap hari persidangan yng lain. 
Ketika itu perkara diperiksa, dan kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dalam 
satu keputusan atas mana tidak diperkenankan perlawanan (verzet).” Selain itu 
Verstek  juga diatur pada Pasal 125-129 HIR dan Pasal 1149-153 R.Bg. yang 
artinya, dalam penelitian ini mengenai perkara perceraian, apabila pihak tergugat 
tidak hadir dalam persidangan padahal telah dilakukan pemanggilan sebagaimana 
mestinya, maka hakim dapat menjatuhkan putusan verstek yang mana putusan ini. 
Hal ini sebagaimana yang diputuskan dalam Putusan Pengadilan Agama Kota 
Surakarta nomor 692/Pdt.G/2018/PA.Ska bahwa Majelis Hakim mengabulkan 
gugatan Penggugat dalam penelitian ini selaku isteri yang menggugat cerai 
Tergugat selaku suami dengan Putusan Verstek. Ketiga, bahwasanya dalam proses 
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beracara dalam perceraian, pembuktian tetap harus dilakukan oleh pihak 
Penggugat meskipun pihak Tergugat tidak pernah hadir. Sebagaimana dalam 
putusan ini,yang telah dijelaskan sebelumnya, pihak Penggugat telah 
menghadirkan dua (2) orang saksi dan alat bukti surat sebanyak tiga (3) yang 
terdiri dari, bukti P-1, P-2, dan P-3. Yang melalui bukti-bukti tersebut, dalam 
pertimbangan hukum bahwa membenarkan dan membuktikan bahwa keberadaan 
suami tidak diketahui sehingga majelis hakim dapat mengabulkan gugatan 
Penggugat secara Verstek. Karena tidak seperti kasus perdata lainnya, putusan 
Verstek yang dijatuhkan dalam perkara perceraian tetap harus dibarengi dengan 
pembuktian dari pihak Penggugat. Hal ini mencegah adanya ketidaksesuaian 
dalam alasan-alasan perceraian. Mengingat adanya kewajiban bagi pengadilan 
agama untuk mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana yang disebutkan 
dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. 
3.2.Analisis terhadap putusan hakim pada perceraian akibat suami Ghaib di 
Pengadilan Agama Surakarta. 
Sidang perceraian ghaib hanya berlaku untuk perceraian agama islam untuk 
situasi dimana tergugat tidak diketahui alamat atau keberadaannya. Perceraian 
semacam ini biasanya menyulitkan istri ketika pihak isteri (Penggugat) hendak 
mengajukan gugatan cerai namun tidak diketahui keberadaan sang suami 
(tergugat). 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 20 ayat (2) menerangkan 
“dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak 
mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada 
Pengadilan di tempat kediaman Penggugat.”  
Merujuk pada Pasal 139 KHI, bahwa jika tempat kediaman tergugat 
(suami) tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan 
dilakukan dengan cara menemplekan gugatan pada papan pengumuman di 
Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar 
atau media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.  
Adapun beberapa faktor yang menjadi sebab suami ghaib atau tidak 
diketahui keberadaannya, adalah sebagai berikut: 
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a. Pergi jauh kemudian tidak ada komunkasi lagi 
b. Kemungkinan meninggal di tempat yang jauh tetapi tidak diketahui 
kejelasannya 
c. Diculik orang dan tidak diketahui nasibnya 
d. Terjadi bencana hebat atau peperangan sehingga mereka terpisah dan tidak 
diketahui keberadaannya dan nasibnya. 
Dalam islam, kepergian suami tanpa diketahui keberadaannya disebut 
dengan istilah Mafqud. Ketika keadaan suami tidak diketahui (Mafqud) juga dapat 
menimbulkan masalah bagi isteri salah, salah satunya mengenai tekanan 
psikologis. Sehingga dalam islam diperbolehkan bagi isteri untuk menggugat cerai 
suami yang mafqud atau suami yang tidak jelas keberadaanya. Perpisahan ini di 
qiyas kan pada kerugian yang ditimbulkan ila’ dan impotensi yang dialami suami. 
Selain itu, juga harus melihat ketentuan dari Pasal 116 KHI yang mengatur 
mengenai alasan perceraian. 
Sebelum mengajukan gugatan peceraian, hendaknya isteri (Penggugat) 
telah melakukan usaha-usaha yang mendukung untuk menemukan keberadaan 
suami (Tergugat) terlebih dahulu. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan isteri 
(penggugat) adalah sebagai berikut: 
a. Pencarian dengan seksama ke tempat-tempat yang diperkirakan disinggahi 
oleh suami atau melalui pihak-pihak yang mengenal suami. 
b. Menunggu sampai batas waktu menurut perkiraan umum layak sebagai masa 
penantian orang yang ghaib 
c. Berupaya untuk berdoa dan memohon kepada Allah agar dimudahkan jalan 
dalam mencari suami yang ghaib dan memohon diberi ketentraman dan 
kepastian mengenai keadaan suaminya. 
Merujuk kepada studi putusan pada penelitian ini, yaitu Putusan 
Pengadilan Agama Kota Surakarta nomor 692/Pdt.G/2018/PA.Ska. dimana 
Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta mengabulkan Gugatan Penggugat 
dengan Putusan Verstek dikarenakan keberadaan suami selaku Tergugat tidak 
diketahui (ghaib). 
Sebagaimana yang dijelaskan dalam Posita point ke 5 (lima), bahwa 
kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2017 berturut-turut hingga sekarang selama 
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1 tahun 5 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan tanpa ijin 
Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang 
dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti 
di wilayah Republik Indonesia. Selain itu, Penggugat juga menjelaskan mengenai 
bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat 
dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah 
Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat 
sebagaimana yang ada pada Posita point ke 6 (enam).  
Oleh karena itu, penggugat dalam Posita ke 7 (tujuh) menggugat bahwa 
atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela, sehingga sudah tidak ada 
harapan lagi untuk rukun kembali bersama dengan Tergugat, oleh karenanya 
Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan: Tergugat 
melanggar taklik talak dengan tidak memberi nafkah wajib Penggugat berturut-
turut lebih dari 3 bulan dan membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat 
berturut-turut lebih dari 6 bulan sebagaimana tersebut dalam pasal 116 huruf (g) 
Kompilasi Hukum Islam.  
Kemudian adapun yang menjadi Pertimbangan Hukum dari Putusan 
Verstek  oleh Majelis Hakim dalam Perkara Cerai Ghoib yang dapat di rangkum 
oleh penulis ini adalah sebagai berikut: 
a. Bahwa alasan pokok Gugatan Penggugat adalah Tergugat telah melanggar 
janji taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah sebagaimana tercantum 
dalam Buku Kutipan Akta Nikah 
b. bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang  saling bersesuian, maka telah 
terbukti bahwa  Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 
lebih 5 bulan secara berturut-turut, sehingga tidak ada harapan untuk dapat 
kembali damai dan rukun lagi dalam rumah tangga dan  terbukti pula bahwa 
Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah wajib kepada 
Penggugat. 
Melalui Pertimbangan Hukum sebagaimana yang telah disebutkan penulis 
di atas, Majelis Hakim kemudian mengabulkan gugatan penggugat untuk 
seluruhnya dan menjatuhkan Putusan Verstek pada perkara cerai dengan gugatan 
ghoib ini. 
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Sebagaimana yang telah dipaparkan penulis sebelumnya, maka penulis 
berpendapat mengenai hasil penelitian ini dan dikarenakan situasi dan kondisi 
terkini terkait Covid-19, data dan pendukung yang diambil penulis adalah melalui 
undang-undang, peraturan terkait, putusan, literatur-literatur, jurnal, maupun 
website yang berkaitan dengan penelitian ini.  
Pertama, mengenai cerai ghaib, telah dijelaskan sebelumnya bahwa cerai 
ghoib adalah ketika dimana tergugat tidak diketahui keberadaanya. Sementara 
pihak penggugat yang dalam fokus penelitian ini adalah pihak isteri telah 
berusaha mencari keberadaan suami sebelum mengajukan gugatan. Akan tetapi, 
dalam posita yang diajukan oleh penggugat dalam gugatan cerai ghoib ini tidak 
ditemukan adanya keterangan mengenai penggugat yang sudah melakukan usaha-
usaha sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelum mengajukan gugatan ke 
Pengadilan Agama. Sehingga seharusnya penggugat memaparkan dengan jelas 
mengenai usaha apa saja yang telah dilakukannya untuk menemukan suaminya 
(tergugat). 
Kedua, sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Pertimbangan Hukum 
yang diambil dari keterangan saksi-saksi bahwa tergugat telah pergi tanpa pamit 
dan alasan yang sah selama 1 tahun lebih 5 bulan. Penulis berpendapat bahwa 
seharusnya penggugat lebih berusaha untuk menemukan tergugat atau menunggu 
hingga kurun waktu 2 tahun. Karena merujuk pada Pasal 116 huruf b Kompilasi 
Hukum Islam, bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) 
tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena 
hal lain diluar kemampuannya. Namun sayangnya, penggugat yang baru ditinggal 
selama 1 tahun 5 bulan yang belum genap 2 tahun sudah mengajukan gugatan 
cerai ke Pengadilan Agama Surakarta dengan gugatan dalam Posita yang sama 
sekali tidak menyebutkan adanya usaha-usaha yang telah dilakukan oleh 
penggugat dalam menemukan suaminya (Tergugat). 
Ketiga, melihat dari gugatan penggugat yang dikabulkan oleh Majelis 
Hakim, dengan pertimbangan hukum yang sudah menjelaskan bahwa lamanya 
tergugat meninggalkan penggugat selama 1 tahun 5 bulan, harusnya hakim lebih 
mempertimbangankan sebagaimana aturan Pasal 116 huruf b kompilasi hukum 
islam dengan ketentuan selama 2 tahun berturut-turut. Tidak dijelaskan 2 tahun 
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tersebut sebagai ketentuan minimal atau bukan, akan tetapi lebih baik lagi jika 
menunggu sebagaimana ketentuan perundangan mengaturnya. Hal ini juga untuk 
menghindari kembalinya suami sebelum waktu tersebut. Selain itu, dalam putusan 
juga tidak mempertimbangkan apakah sudah ada usaha untuk menemukan 
tergugat atau belum. 
Menurut penulis, gugatan ini seharusnya tidak dikabulkan mengingat 
beberapa alasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu,  sebagaimana yang 
disebutkan dalam Pasal 38 UU Perkawinan, dikenal dengan istilah asas 
mempersulit perceraian. Pasal tersebut menjelaskan salah satunya pada ayat 2 
(dua) yang pada intinya harus ada alasan bahwa suami dan isteri tidak dapat hidup 
rukun kembali. Seharusnya pihak penggugat menunggu hingga waktu kepergian 
tergugat genap menjadi 2 (dua) tahun agar lebih dapat memastikan bahwa 




Bahwa mengenai cerai ghaib, telah dijelaskan sebelumnya bahwa cerai ghoib 
adalah ketika dimana tergugat tidak diketahui keberadaanya. Sementara pihak 
penggugat yang dalam fokus penelitian ini adalah pihak isteri telah berusaha 
mencari keberadaan suami sebelum mengajukan gugatan. Akan tetapi, dalam 
posita yang diajukan oleh penggugat dalam gugatan cerai ghoib ini tidak 
ditemukan adanya keterangan mengenai penggugat yang sudah melakukan usaha-
usaha sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelum mengajukan gugatan ke 
Pengadilan Agama. Sehingga seharusnya penggugat memaparkan dengan jelas 
mengenai usaha apa saja yang telah dilakukannya untuk menemukan suaminya 
(tergugat).  
Bahwa sudah disebutkan dalam Pertimbangan Hukum yang diambil dari 
keterangan saksi-saksi bahwa tergugat telah pergi tanpa pamit dan alasan yang sah 
selama 1 tahun lebih 5 bulan. Penulis berpendapat bahwa seharusnya penggugat 
lebih berusaha untuk menemukan tergugat atau menunggu hingga kurun waktu 2 
tahun. Karena merujuk pada Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bahwa 
salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut 
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tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar 
kemampuannya. Namun sayangnya, penggugat yang baru ditinggal selama 1 
tahun 5 bulan yang belum genap 2 tahun sudah mengajukan gugatan cerai ke 
Pengadilan Agama Surakarta dengan gugatan dalam Posita yang sama sekali tidak 
menyebutkan adanya usaha-usaha yang telah dilakukan oleh penggugat dalam 
menemukan suaminya (Tergugat). 
Bahwa dengan melihat gugatan penggugat yang dikabulkan oleh Majelis 
Hakim, dengan pertimbangan hukum yang sudah menjelaskan bahwa lamanya 
tergugat meninggalkan penggugat selama 1 tahun 5 bulan, harusnya hakim lebih 
mempertimbangankan sebagaimana aturan Pasal 116 huruf b kompilasi hukum 
islam dengan ketentuan selama 2 tahun berturut-turut. Tidak dijelaskan 2 tahun 
tersebut sebagai ketentuan minimal atau bukan, akan tetapi lebih baik lagi jika 
menunggu sebagaimana ketentuan perundangan mengaturnya. Hal ini juga untuk 
menghindari kembalinya suami sebelum waktu tersebut. Selain itu, dalam putusan 
juga tidak mempertimbangkan apakah sudah ada usaha untuk menemukan 
tergugat atau belum. 
Bahwa menurut penulis, gugatan ini seharusnya tidak dikabulkan 
mengingat beberapa alasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu,  
sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 38 UU Perkawinan, dikenal dengan 
istilah asas mempersulit perceraian. Pasal tersebut menjelaskan salah satunya pada 
ayat 2 (dua) yang pada intinya harus ada alasan bahwa suami dan isteri tidak dapat 
hidup rukun kembali. Seharusnya pihak penggugat menunggu hingga waktu 
kepergian tergugat genap menjadi 2 (dua) tahun agar lebih dapat memastikan 
bahwa memang tergugat sudah tidak ada kejelasan terkait keberadaannya. 
1.2. Saran  
Bagi masyarakat umum Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 
pengetahuan terkait dengan perceraian yang diputus verstek yang tergugatnya gaib 
yang ada di surakarta serta faktor yang memperngaruhi perceraian diputus secara 
verstek.  
  Bagi pasangan suami isteri yang ingin bercerai supaya berpikir kembali 
dengan sungguh-sungguh apakah sudah benar keputusan yang diambil dan akibat 
yang ditimbulkan dalam perceraian tersebut. 
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  Bagi Majelis Hakim di Pengadilan Agama yang memutus perceraian 
yang melibatkan pihak yang Ghaib diharapkan lebih teliti dan sesuai aturan yang 
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